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ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES.

bahwa setelah ditetapkannya Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor
6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2016, untuk
rnenyesuaikan program/kegiatan yang bersumber dari Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) serta
efektifrtas pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan pergeseran
anggaran antar program/kegiatan yang di laksanal<an
mendahului perubahan APBK Gayo Lues Tahun Anggaran 2016;

bahwa sebagai landasan operasional pelaksanaan program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan
Perubahan Atas Pcraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun
2Ol5 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2016 dan selanjutnya
akan ditampung dalam Qanun Perubahan APBK Gayo Lues
Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Cayo Lues Tahun
Anggaran 2016.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 Lembaran Negara Republik lndonesia

Menimbang : a

Mengingat : 1
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2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang

di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (l€mbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terltang Keuangan Ncgara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004, tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara RePublik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

€. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O);

'. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4421);

,9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 ter.tang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan l,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

'). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan l,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

I J. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 50491r

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundangan-Undangan (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2O14 Nomor 7, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme.intahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679)i
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Peraturan Pemerintah Nomor l09 Tahun 2OO0 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi t Nomor 4028);

Peraturan Peme.intah Nomor 65 Tahun 2OO1 tentang Pajak
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nqmor
118, ' l 'ambahan Lembaran Negara Republik lndoncsia Nomor
4139) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 ' l 'ahun 2001 tcntang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200i Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139) ;

Pcraturan Pemcrintah Nomor 24 Tahun 2004 tcntang Kedudukan
ProLokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaiman:r lelah tiga kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahl-lrl
2007 tentang Perubahan Ketiga Aras Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan
Pimpinan dan Ar.rggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2007 Nomor .+7. ' lambahan Lcmbarar] Ncgara
Rcpr .b l i k  lnduncs ia  Numor  47  I  2 t :

Pcraturan Pemcrintah Nomor 23 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentzrng
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tiihun 2005
tentang Pengelolaan Kcuangan Bad.ln LaJrLnan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2OO5
Nomor 137, ' lambahan Lcmbaran Negar-a Republik Indoncsra
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistcm
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesra
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemcrintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistcm
lnformasi Keuar-rgan Daerah (Lembaran Ncgi.rra Republik Indonesra
Tahun 2005 Nomor 110, Tambah:rn Lembaran Negara Repr-rblik
Indonesia Nomor 5155):

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia T:rhun
2OO5 Norrrot l+O, T.uubirhau Lelnir iuatr  NcRai.r  Rcpubl ik Indorr!bi-
Tahun,1578) ;

Peratulan Penerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelalanan Minimal
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l50,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4585);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tcntang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Rcpublik indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO1 tentang Pajak
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
i1ti, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpubiik Indonesia Nomor
4  139) :

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20Ol Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139) :

Pcraturan Pemcrintah Nomor 24 Tahun 2004 tcntang KedLldukan
Protokuler dan Keu.rngan Pimpinan dan nnggota DPRD (Lcmbaran
Negeira Republik lndonesia tahun 2004 Nomor 90, Tambah:rn
Lembaran Negara Nonror 4416) seb"rgaimana telah tiga kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 ' l 'ahun

2007 tcntang Perubahan l(etiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan
Pinpinan dan Anggota DPRD {Lembaran Negara l lcpublik
lncloncsia Tahun 2007 Nomor +7, 'fambahan Lembar.in Ncga.a
Rcpub l tk  Indonesra  N , 'mur  r7  j . / l :

Pcraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan
Keuangan Badaln Layanan Umum (Lembnran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara
RepLlblik lndonesia Nomor 45021 sebagaimana telah cliub:lh
dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20l2 tcntzr-lg
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Kcuangan Bad.ln Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2OO5
Nornor 137, -l 'ambahan Lembaran Ncgara Republik Indoncsia
Nomor  4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistcm
lnlbrmasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inclonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang PerLibahall
At.ts Peratu.an Pemcrintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tcntang Sistcfir
Inlbrmasi Keuangtrn Dacrah (Lembaran Negara Republik Inclonesia
Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lcmbaran Negara Rcpublik lndonesi.r ' l 'ahun
2OO5 Norror l4O,'f i l rrbl l l rau Lcmbil lan Nccarir Rcpublik lrr( luD( si-
] ' ahL rn .1578) :

Peraturan Pemerinrah Nomor 55 Tahur) 2U05 Lentanq Pedomarr
Penyusunan clan Penerapan Stanclar Pela]anan Minrmal
(Lcmbarran Negara Rcpublik Indonesia Tal-run 2O05 No:ror 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
45931:

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (I,€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4614);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Laporan Pcnyclcnggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala
Daerah Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inlormasi
Penyelenggaraan Pemerintah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2O11 Tentang Pinjaman
Daerah {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O11 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 lentang Desa (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun
2O1O tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {l,embaran
Negara Republik lndonesia Tahu|r 2Ol5 Nomor 5);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1 1 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2Oll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2012
Nomor 5401:

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

i]5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 9O3);

16. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2OOg tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (l€mbaran Daerah
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2OO8 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013
Nomor 57);

17. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun
Anggaran 2016 {Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun
2015 Nomor 77) .

MEMUTUSXAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI GAYO LUES TEI|TANG PERUBAIIAN ATAS
PERATURAI{ BUPATI GAYO LUES NOMOR 40 TAHUN 2OI5
TDNTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANT'A
XABUPATEI{ GAYO LUES TAIIUN ANGGARAN 2016

Pesal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun 2016
tentang Penlabaran Anggaran Pendapatan dan Beletnja Kabupaten Gayo Lues
Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut :

au4
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1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga keselumhan
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

P.sal I

Anggarar' Pendapatan dan Belarja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 semula
berjumlah Rp.1.O78.630.873.089,09,- bertambah/(berkurang) sejumlah
(Rp.21.9a5.856.O00,OO,-) sehingga pendapatan setelah perubahan menjadi Rp.
1.O56.68:t.017.089,09,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan:

a. Peqdapatan Asli Daerah

I ) Semula

2) Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah Pendapatal Asli
Daerah setelah perubahan

b. Dana Perimbalgan

Rp.  40.136.8 t  3 .523, -

Rp. o.-

1) Semula

2) Bertambah/(Berkurang) {Rp.2 1.945.856.0OO.-l

Jumlai Dana Perimbangan
setelah perubahan

c. Lain-tain Pendapatan Yalg Sah
l) Semula Rp.3O1.81 1.  1  14.713,09, -
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. O.-

Jumlah l,ain-Lain Pendapatan
Yang Sah setelah perubahan

Jumlah pendapatan setelah perubahan

Belanja ;

a. Belrnja Tidak Langsung

l) Belanja Pegawai

ra) Semula

i b) Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai
setelah perubahan

2) Ilelanja Bunga
(a) Semula

Rp.40.  136.813.523,-

Rp.736.642.944.453,

Rp.714.737.088.853,-

Rp.301.81  1 .  1  14 .713,09 , -

Rp. 1.056.685.O I 7.O89,09,-

Rp.22O.927 .699.362,7 9,-
RD.

2.

0. -

Rp.

Rp. 220.927.699.362,79,-

0 , -
(b) Bertambah/ (Berkurang) Ro. 0.-

Jumlah Belanja Bunga
setelah perubahan

Relanja Subsidi
(r) Semula Rp.

{5) Bertambai / (Berkurang) Rp. 2.524.704.O00.-

Jumlah Belanja Bunga
setelah perubahan

Rp.

o,-

o,-

Rp. 2.324.7o4.OOO,-

4) Belanja Hibah.%viii
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l.

4) Delanja Hibah

{a} Semula Rp. 24.160.OOO.ooo,-
(b) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0.-

Jumlah Belanja Hibah
setelah perubahan Rp. 24.160.000.000,_

5) Belanja Bantuan Sosial
(a) Semula Rp.  15.317.186.673,-
(b) Bertambah/(Berkurang)lRp. 2.524.704.O0O.-)

Jumlah Belanja Bantuan
Sosial setelah perubahan F(p. 12.792.482.673,-

Belanja Bagi Hasil
(a) Semula Rp. 532.73A.246,-
{h) Bertambah/ (Berkurang) !p.

6)

o.-
Jumlah Belanja Bagi Hasil
setelah Derubahan

7) B.lanja Bantuan Keuangan
(al Semuta Rp.142.925.888.537,30,-
(bl Bertambah/ (Berkulang) Bp.

Rp. 532.758.246,-

o-

b .

Jumlah Belanja Bantuan
Keuangan setelah perubahan

8) Belanja Tidak Terduga

{al Semula Rp. 7.OO0.OOO.OO0,-

(b)Bertambah/(Berkurang) Ro. O.-
Jumlah Belanja Tidak
Terduga setelah perubahan

Belanta l,angsung

1) Belanja Pegawai

(a) Semula Rp. 57.581.928.000,-
(b) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 456.440.000.-

Jumlah Belanja Pegawai
seielah perubahan

2) Belanja Barang dan Jasa

(a) Semula

Rp. 142.925.888.537,3O,-

Rp. 7.OOO.OOO.OO0,-

Rp. 58.038.368.o00,-

Rp. 271.656.903.o55,-

la"

{b) Bertambah/ (Berkurang) {Rp. t 5. 39 1.664.036.-l

Jumlah Belanja Barang dan
Jasa setelah perubahan Rp. 256.265.239.019,-

b
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3) Belanja Modal

{a) Semula

Jumlatr belanja setelah perubahan

Surplus/{Defisit) setelah perubahan

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah / (Berkurang)

Jumlah Penerimaan
e F t F l . h  6 a n r h . h a n

b. Pengeluaran

1) Semula

2) Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Pengeluaran
setelah perubahan

Pembiayaan Neto
< e r e l a h  n e n  r h a  h a n

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah perubahan

Rp.409.537,724.104,-

{1, Bertambah/ (Berkurang)(Rp. 7.010 631 964.-)

Jumlah Belanja Modal
setelah perubahan Rp 4O2.327.O92.f 4O'-

Rp. l. I27 .694.231.978,09,-

(Rp. 7 1 .oo9 .214.889,-l

Rp.72.OO9.214.449,-

Rp.  0 . '

Rp.72.009,214.889,

Rp.  1 .000.O0O.000,-

Rp.  0 . - . -

Rp.  1 .O00.000.000,-

Rp.  71.009.214.889,-

o-

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni pasal 2A dan
Pasal 28 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Bertambah / (berkurang) sebagaimana dimaksud pada pasal I angka 2 hurul b
point l). point 2) dan point 3) merupakan pergeseran anggaran antar jenis
belanja, pergeseran anggaran antara obyek beianja dan pergcseran pergeseran
anggaran antar rincian obyek belanja pada kegiatan berkenaan serta pergeseran
anggarall antar program/ kegiatan.

Pasal 28

Penjabalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih lanjut pada lampiran

- peraturan lnl.

Rp.

a



x

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini lalam Berita Daerah.

Ditetapk di Blangkejeren
Pada 2O Juni 2016M

l5 Ramadhan 1437H

ATI GAYO LUES R

Diundangkan di Blangkejeren

o P.rda Tanggal .Z!!.Uqi 2016M
15 Ramadhan 1437H

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2016 NOMOR 239


